BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana catcalling
masih menghadapi kendala dari aspek normatif, dan dapat disimpulkan
bahwa belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai tindakan
catcalling dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan
dalam KUHP, khususnya Pasal 281, tidak mampu menjangkau bentuk
pelecehan seksual nonfisik. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mengenai pelecehan seksual
nonfisik, tetapi rumusannya masih bersifat umum dan belum mencakup
catcalling di ruang publik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

bagi aparat dalam penerapannya.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 perlu
disempurnakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan potensi
kriminalisasi berlebihan. Perumusan ulang terhadap batasan unsur,
pengelompokan tingkat keseriusan perbuatan, serta integrasi mekanisme
penyelesaian restoratif merupakan langkah normatif yang dapat
meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban tanpa
mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Metode penanganan

yang harus dilakukan oleh kepolisian yaitu:
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Fase Penanganan Awal Terhadap Korban

Kepolisian harus menerima laporan dengan sikap yang empati, non-
diskriminatif, dan tanpa menghakimi (non-judgemental). Korban
berhak mendapatkan pendengar yang serius dan lingkungan yang
aman saat memberikan keterangan. Proses pengambilan keterangan
dan wawancara harus menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas
korban. Aparat wajib memberikan informasi yang jelas mengenai
hak-hak korban sesuai UU TPKS, termasuk hak perlindungan dan
pemulihan.

Aspek Pemulihan Terhadap Pelaku

Pemulihan terhadap pelaku kekerasan seksual berupa catcalling
merupakan bagian dari pendekatan yang berupaya memperbaiki
perilaku pelaku tanpa menghilangkan pertanggungjawaban
pidananya. Pelaku catcalling menunjukkan kurangnya pemahaman
mengenai batasan seksual, kontrol diri, serta dampak tindakan
mereka terhadap psikologis korban. Pemulihan diarahkan pada
konseling perilaku, edukasi gender, dan penyadaran hukum sebagai
upaya untuk mencegah pengulangan tindakan serupa. Kepolisian
berperan memulihkan pelaku melalui beberapa langkah, seperti
memberikan edukasi hukum selama pemeriksaan, merujuk pelaku ke
layanan konseling psikologis, serta menetapkan tindakan pembinaan
seperti kewajiban mengikuti penyuluhan, program etika publik, atau

kerja sosial. Polisi juga dapat mendampingi proses reintegrasi sosial
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jika pelaku mengalami stigma yang berlebihan, dengan tetap
memastikan bahwa perlindungan hak korban tidak berkurang.
Pemulihan pelaku bertujuan menciptakan perubahan perilaku yang
berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban
dan proses pembinaan bagi pelaku, serta mendukung tujuan utama

sistem pemidanaan untuk mencegah terjadinya residivisme.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyarankan bahwa
perlunya pembentukan norma yang tegas dan spesifik terkait unsur tindak
pidana pelecchan seksual nonfisik (cafcalling). Pengaturan tersebut
penting untuk memberikan kepastian hukum serta dasar yuridis yang jelas

bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku.

Kesiap-siagaan aparat penegak hukum dalam menanggulangi
kejahatan pelecehan seksual khususnya pelecehan seksual nonfisik sangat
diperlukan, serta memperkuat upaya pemulihan terhadap pelaku tindak
kekerasan seksual berupa catcalling melalui pendekatan yang lebih
sistematis dan restoratif. Polisi perlu menyediakan edukasi hukum yang
komprehensif kepada pelaku sejak tahap pemeriksaan, guna memperbaiki
pemahaman mengenai batasan seksual, kontrol diri, dan dampak perilaku
mereka terhadap korban. Kepolisian juga disarankan untuk lebih
mengoptimalkan mekanisme mediasi restorative tentu dengan persetujuan

korban sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
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melalui permintaan maaf, tindakan sosial, atau program pembinaan seperti
penyuluhan dan pelatihan etika publik. Polisi juga dapat mengambil peran
dalam mendampingi proses reintegrasi sosial pelaku apabila terjadi stigma
berlebihan dari masyarakat, dengan tetap menjaga agar hak-hak korban
tidak terabaikan. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan
mampu menciptakan pembinaan yang efektif, mencegah pengulangan
perbuatan (residivisme), serta mewujudkan penegakan hukum yang

berkeadilan.
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